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 Andi Irwan Zam. E 511 08 281. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. 
Mahmud Tang, MA sebagai pembimbing I dan  Safriadi, S.Ip, M.si sebagai 
pembimbing II. Judul skripsi adalah “Budaya Kerja Kepolisian Dalam Sistem 
Pelayanan Masyarakat di Polres Bone”. Skripsi ini bertujuan mengetahui Budaya 
Kerja Dinas Kepolisian dalam Sistem Pelayanan Masyarakat dari segi prosedur 
dan praktek kerja kepolisian khususnya pada pelayanan lalu lintas dan penerbitan 
surat izin mengemudi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan dasar penelitian studi kasus dan tipe penelitian diskriptif kualitatif. 
Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu yang dipilih 
secara sengaja dengan pertimbangan informan yang dipilih dianggap mampu 
memberikan informasi yang dibutuhkan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kepolisian Polres Bone 
terhadap masyarakat belum sepenuhnya berjalan maksimal sesuai dengan kode 
etik profesi. Adapun nilai dan norma lokal dibudayakan sebagai  acuan bertindak 
dalam penyelesaian masalah. Kode etik kepolisian sebagai pedoman dalam 
menjalankan tugas, bertolak belakang pada saat oknum polisi bedara di lapangan 
wilayah tugasnya. Pada kenyataannya ada tindakan menyimpang yang dapat 
merusak citra kepolisian di lingkungan masyarakat. Peningkatan disiplin dan 
tanggung jawab akan tugas selalu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan 
yang maksimal. Dalam hal ini budaya kerja memiliki pengaruh yang besar untuk 









A. LATAR BELAKANG 
 Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dari Sabang sampai 
Marauke. Setiap wilayah memiliki adat istiadat dan norma tersendiri yang 
berlaku secara umum, begitupun dengan organisasi dan instansi-instansi yang 
ada. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Dinas 
Parawisata, Perpajakan, TNI, POLRI, dan masih banyak instansi-instansi lain. 
Pada instansi-instansi dan organisasi mengutamakan pelayanan publik 
khususnya pelayanan pada masyarakat. Setiap individu memiliki hak dan 
kewajiban yaitu hak menerima pelayanan dan kewajiban memberi pelayanan. 
Sebagai mahkluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lainnya pada 
kehidupan sehari-sehari, saling berinteraksi dan saling memberi baik itu 
materi maupun jasa. Pada proses dan praktek pelayanan yang harus diketahui 
adalah etika. Etika yaitu perilaku yang layak diterima oleh seseorang, sopan 
dan saling menghargai. Menyangkut masalah pelayanan pada masyarakat 
dalam hal ini ialah pelayanan aparat kepolisian dalam memberikan pelayanan.  
 Dalam buku undang-undang Republik Indonesia nomer 2 tahun 2002 
tentang kepolisian Republik Indonesia “bahwa pemeliharaan keamanan dalam 
negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi 






pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Pemberian pelayanan dalam hal ini 
harus diperhatikan secara khusus karena menyangkut kepentingan orang 
banyak. 
Selanjutnya, dalam buku kode etik profesi Kepolisian Negara Nepublik 
Indonesia halaman 4, “Etika kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota 
Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat 
dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia”. Dengan 
tatakrama yang baik sesuai dengan norma atau aturan dan nilai yang 
disepakati bersama. Pada pelayanan masyarakat oleh pihak kepolisian 
semestinya berjalan secara sistematis, terarah dan terpantau sesuai dengan 
aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan, tetapi realitasnya belum 
sepenuhnya tercapai. Adanya pengaduan maupun keluhan dari masyarakat 
pada media massa dan internet menyangkut kinerja kepolisian, yaitu 
pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang 
konsisten, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sehingga tidak 
menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai 
praktek pungutan liar. Misalnya dalam pelayanan pengambilan Surat Izin 
Mengemudi (SIM) terkadang antrian yang cukup padat secara tiba-tiba ada 






prosedur antri, ini menandakan adanya pengecualian oleh pihak aparat 
kepolisian.  
Keluhan terhadap kondisi penyediaan pelayanan publik yang dikelolah 
oleh Aparatur Negara (POLRI) masih sering terdengar, sehingga memerlukan 
pemikiran yang serius dalam meningkatkan disiplin dan produktifitas kinerja 
pelayanan melalui pelaksanaan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai, 
moral dan budaya bangsa. Masih melekatnya citra buruk dalam organisasi 
pelayanan oleh aparatur pemerintah saat ini, lebih dikarenakan budaya kerja 
aparatur yang masih belum menunjukkan kinerja cakap, terampil, professional 
dan transparan, yang disertai sikap, moral dan perilaku yang baik. 
Salah satu upaya perbaikan dalam membangun budaya kerja aparatur 
pemerintah telah dirintis melalui Keputusan Menteri Negara Perdayagunaan 
Aparatur Negara No. 04/1991 tentang Pedoman Pemasyarakatan Budaya 
Kerja, dan Keputusan Kementerian Negara Pemberdayagunaan Aparatur 
Negara No. 25/KEP/M.PAN/04/2002 tentang Pengembangan Budaya 
Aparatur Negara yang mencakup (Ismail, 2004:2) : (1) kebijakan 
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur; (2) Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja 
Aparatur Negara; (3) Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Aparatur Negara; 
dan (4) Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara. Pedoman 
tersebut merupakan pedomanan dalam melaksanakan budaya kerja aparatur 
negara pada lingkungan instansi atau lembaga masing-masing, untuk 






moral aparaturnya secara terus-menerus dan konsisten, sesuai dengan tugas 
dan fungsi masing-masing. 
Persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
yang diberikan oleh aparat kepolisian, maksudnya sejauh mana publik 
berharap pelayanan yang diterima sesuai dengan norma atau aturan yang telah 
diberlakukan. Sehingga pengaplikasian tindakan pelayanan pada masyarakat 
dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Dengan memberikan pelayanan atau 
fasilitas yang baik, masyarakat akan merasa puas dan hubungan sosial antara 
polisi dan masyarakat dapat tercipta dengan baik. Dari penjelasan diatas 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Budaya Kerja 
Kepolisian Dalam Sistem Pelayanan Masyarakat Di Polres Bone”. 
B. Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa masalah 
sebagai acuan pengambilan data dalam penelitian. Adapun rumusan masalah 
yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana sistem norma dan nilai yang dibudayakan dalam kepolisian 
menyangkut pelayanan masyarakat ? 
2. Bagaimana praktek dalam pelayanan pada masyarakat sehari-hari ? 
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian ? 
C. Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 







2. Untuk mendeskripsikan praktek dan sistem pelayanan kepolisian pada 
masyarakat. 
3. Untuk mengungkap pandangan masyarakat terhadap pelayanan 
kepolisian. 
D. Kegunaan Penelitian 
 Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi, sebagai tambahan pengetahuan 
dan pengalaman bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
2. Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi yang terkait mengenai 
budaya kerja pada pelayanan publik. 
3. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jurusan 











A. “Kebudayaan” Sebagai Konsep Pokok 
  Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi 
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang 
terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009:188). 
Kebiasaan-kebiasaan manusia yang dimiliki oleh sebagian besar warga 
masyarakat dan menjadi kebiasaan sosial, maka hal tersebut dapat dikatakan 
sebagai kebudayaan. E.B. Tylor dalam buku ilmu sosial dan budaya dasar 
menjelaskan budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi 
pengetahuan, kepercayaan kesenian, moral keilmuan, hukum, adat istiadat, 
dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh menusia sebagai 
anggota masyarakat (Setiadi, 2011:27).  
       Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem 
gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang 
dijadikan milik bersama dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009:144). Suatu 
kelompok atau group merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-
syaratnya, dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya 
adat istiadat serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua 
anggota (Koentjaraningrat, 2009:125). Dari berbagai sumber dan pandangan 
para ahli dapat dipetik beberapa fungsi atau manfaat dari kebudayaan 






1. Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas  ini terbentuk oleh 
berbagai faktor seperti sejarah, kondisi dan posisi geografis, sistem-
sistem sosial, politik dan ekonomi, dan perubahan nilai-nilai didalam 
masyarakat.  
2. Sebagai pengikat suatu masyarakat. Kebersamaan (shering) adalah faktor 
pengikat anggota masyarakat yang kuat.  
3. Sebagai sumber. Budaya merupaka sumber inspirasi, kebanggaan, dan 
sumber daya.  
4. Sebagai kekuatan penggerak dan pengubah. Karena budaya terbentuk 
melalui proses belajar mengajar (Learning process) maka budaya itu 
dinamis, resilient, tidak statis, tidak kaku.  
5. Sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah. Ross A. Webber 
mengaitkan budaya dengan manajemen, John P. Kotter dan James L. 
Heskett menghubungkan budaya dengan ferformance, Charles Hampden- 
Turner dengan kekuatan organisasional dan keunggulan bisnis.  
6. Sebagai pola prilaku. Budaya berisi norma tingkah laku dan 
menggariskan batas-batas toleransi sosial. 
7. Sebagai warisan. Budaya disosialisasikan dan diajarkan kepada generasi 
berikutnya.  
8. Sebagai substitusi (pengganti formalisasi). 
9. Sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dilihat dari sudut ini, 






sebagai dasar pendekatan instution building dalam pembangunan sebagai 
perubahan sosial yang berencana. 
10. Sebagai proses yang mempersatukan. Melalui proses value sharing 
masyarakat dipersatukan, tidak seperti sapu lidi, melainkan ibarat rantai. 
11. Sebagai produk proses usaha mencapai tujuan bersama dan sejarah yang 
sama. 
12. Sebagai program mental sebuah masyarakat.  
       Budaya merupakan kegiatan manusia yang sistematis diturunkan dari 
generasi kegenerasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan 
cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya, potensi 
suberdaya alam, dan sumberdaya manusia yang saling mendukung. Budaya 
terbentuk dari sekelompok orang terorganisasi yang mempunyai tujuan, 
keyakinan dan nilai-nilai yang sama, dan diukur melalui pengaruhnya pada 
motivasi (Wibowo, 2007:15). 
 Dalam buku Budaya Kerja Aparatur Pemerintah, dikutip ungkapan Toto 
Asmara “sekilas tentang budaya kerja” dijelaskan bahwa pada hakikat kerja 
merupakan bentuk atau cara manusia untuk memanusiakan dirinya, bekerja 
merupakan bentuk aktual dari nilai-nilai keyakinan yang dianutnya dan dapat 
menjadi motivasi.  
B. Budaya Kerja 
       Melakukan suatu pekerjaan dengan memanfaatkan waktu dan tenaga baik 
itu fisik maupun mental untuk menyelesaikannya. Seperangkat pengetahuan 






aktifitas. Pengetahuan, tingkah laku dan materi atau hasil karya adalah bagian 
terpenting dalam kebudayaan. Kebudayaan tersusun dari unsur-unsur 
kehidupan yang diciptakan oleh manusia, adat istiadat, kepercayaan, 
kebiasaan, norma-norma dan hukum. Kebudayaan sebagian timbul dari 
kebutuhan akan keamanan karena kebudayaan merupakan prilaku yang 
dijadikan kebiasaan.  
       Pengertian budaya kerja menurut Gering Supriadi dan Tri Guno adalah 
suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang 
menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu 
kelompok dan tercermin dalam sikap, menjadi prilaku, cita-cita, pendapat, 
pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja (Puspita, 2008:3). 
Kerja sebagai refleksi seseorang untuk mencari dan meningkatkan 
keseejahteraan hidup. Bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri. Dalam Teori 
Budaya Organisasi Jansen H. Sinamo menyebut Ethos sebagai “roh 
keberhasilan” etos merupakan komponen budaya, etos adalah kekuatan 
pendorong atau penggerak, sehingga manusia siap untuk bekerja keras 
(Taliziduhu, 2005:204). Kehadiran etos kerja melihat produktivitas dan 
kualitas kerja. Sebagai inti budaya, kehadiran etos kerja dapat diukur dengan 
tinggi atau rendah, kuat atau lemah, baik atau buruk dan benar atau salah.  
       Refleksi budaya dan kerja dalam organisasi dikenal sebagai budaya kerja, 







1. Budaya kerja aparatur negara dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku 
individu dan kelompok aparatur negara didasari atas nilai-nilai yang 
diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam 
melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Proses pembentukan sikap 
dan prilaku itu diarahkan kepada terciptanya aparatur negara yang 
profesional, bermoral dan bertanggug jawab yang memiliki persepsi yang 
tepat terhadap pekerjaan (bekerja adalah ibadah, bekerja adalah 
“panggilan”) untuk melaksanakan tugas mulia, agar menjadi orang 
pilihan yang unggul), sehingga persepsi kerja merupakan aktualisasi jati 
diri. (Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara RI No. 
25/KEP/M.PAN/4/2002). 
2. Budaya kerja merupakan pola tingkah laku dan nilai-nilai yang disepakati 
karyawan dalam bekerja. Misalnya perilaku dalam menjalankan tugas, 
karier, promosi, reward dan sebagainya (Pengembangan Budaya Kerja 
dalam Perspektif Islam, 2003). 
3. Budaya kerja berarti cara pandang atau cara seseorang memberikan 
makna terhadap “kerja”. Budaya kerja aparatur negara secara sederhana 
dapat didefinisikan sebagai “cara pandang serta suasana hati yang 
menumbuhkan keyakinan yang kuat atas nilai-nilai yang diyakini. Serta 
memiliki semangat yang sangat sungguh-sungguh untuk mewujudkannya 
dalam bentuk kerja prestatif”. Budaya kerja adalah suatu falsafah yang 
didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, 






kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap 
menjadi perilaku, kepercayaan cita-cita, pendapat dan tindakan yaneg 
berwujud sebagai “kerja” atau “bekerja”.  
       Adapun manfaat dari penerapan budaya kerja yang baik antara lain 
(Puspita, 2008:4) : 
1. Memelihara lingkungan kerja yang serasi  serta harmonis; 
2. Menciptakan kondisi kerja yang teratur; 
3. Menciptakan kondisi kerja yang tertib dan aman; 
4. Memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban kerja; 
5.  Memakmurkan dan mensejahtrakan pekerja; dan 
6.  Meningkatkan etos kerja yang tinggi dan dinamis.       
       Respon terhadap pekerjaan juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja. 
Lingkungan kerja memiliki dampak yang besar karena dapat memberikan 
nilai positif dan negatif pada pekerja. Pekerja harus cermat mengamati dan 
mengkondusifkan lingkungan kerjanya dalam mengambil langkah maupun 
tindakan yang sesuai pada budaya kerja yang berdasar pada norma dan 
aturan. Setiap pekerja memiliki pandangan yang berbeda terhadap makna 
kerja. Pada “Budaya Kerja” (Puspita, 2008:4) menerangkan makna dari kerja, 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Kerja adalah amanah, setiap pekerja dianugerahkan suatu amanah yang 







2. Kerja adalah ibadah, konsekuensi dari pengakuan atas hamba Tuhan 
yang baik, adalah kita harus tunduk, patuh, dan taan dalam kerangka 
ibadah kepada Tuhan. Ibadah adalah suatu kewajiban yang tertulis 
disetiap kitap suci. Bekerja adalah salah satu bukti nyata bahwa 
seseorang taat kepada Tuhannya. Karena disadari sepenuhnya bahwa 
bagaimana mungkin seseorang dapat beribadah dengan baik jika 
hidupnya belum layak. Maka untuk hidup layak, manusia harus bekerja. 
Untuk itulah hakikat manusia hidup yaitu untuk beribadah dengan 
berbagai macam wujud aplikasi, termasuk bekerja. 
3. Kerja adalah kewajiban, setiap orang pasti memiliki tanggung jawab 
yang sama untuk mempertahankan kesinambungan hidupnya secara 
pribadi maupun kepada keluarganya. Ketika orang meminta berbagai 
macam hak-haknya, ia harus menunaikan terlebih dahulu kewajibannya, 
termasuk mencari nafkah dengan cara bekerja. 
4. Kerja adalah panggilan jiwa,  manusia tercipta teridiri dari jasad dan 
jiwa. Antara jasad dan jiwa saling melengkapi satu sama lain. Sementara 
jiwa memiliki panggilan-panggilan yang bersifat psikologis yang dapat 
menyempurnakan penampilan jasad. 
5. Kerja adalah aktualisasi, dengan bekerja, kita dapat mengetahui kejadian-
kejadian aktual yang terjadi. Dan dengan bekerja kita dapat 
mengaplikasikan tekhnologi inovatif yang aktual. 
6. Kerja adalah kehidupan, pekerjaan adalah kehidupan yang dinamis, 






berinteraksi sosial sehingga manusia dapat mengembangkan dan 
mempertahankan diri dari segala tantangan yang ada. 
7. Kerja adalah kesenangan, tidak selamanya kerja adalah kewajiban, 
karena bagi sebagian orang aktifitas kerja merupakan hobby yang harus 
disalurkan. Apabila kegiatan dikantor di kerjakan dengan hobby, maka 
kita akan senantiasa tampak senang dan gembira, tanpa merasakan suatu 
beban dan jauh dari kegelisahan. 
8. Kerja adalah seni, seni adalah ungkapan jiwa yang dirancang sedemikian 
rupa agar orang dapat tertarik melihat dan mendengarnya. Begitu sulitnya 
bekerja dengan baik sesuai harapan banyak orang, maka dituntut adanya 
keterampilan dalam bekerja. 
9. Kerja adalah rahmat, salah satu bentuk rahmat yang diberikan oleh Tuhan 
adalah diberikannya kita nikmat kesehatan sehingga dapat dipergunakan 
untuk bekerja. 
10. Kerja adalah penghargaan, penghargaan (reward) adalah bentuk 
pengakuan atas hasil kerja seseorang yang dinilai cukup pantas untuk 
mendapatkannya setelah ia melakukan prestasi kerja yang gemilang. 
11. Kerja adalah kehormatan, kehormatan merupakan hal yang sulit untuk 
dipertahankan. Hanya dengan kehormatan seseorang dapat di terima di 
lingkungan sosial. Dan dengan bekerja berarti seseorang telah memiliki 
sebagian dari wujud kehormatan itu. 
12. Kerja adalah prestise, terkadang di dunia nyata ini, kita dihadapkan oleh 






ia akan memiliki jabatan, pangkat, dan uang. Mempertahankan sebuah 
prestise atau gengsi yang handal dan professional, menjadikan seseorang 
terangkat namanya kepada status sosial dan ekonomi yang tinggi. 
13. Kerja adalah inspirasi, kerja dapat menghasilkan sebuah inspirasi yang 
dapat menghasilkan suatu hayalan gagasan, atau ide cemerlang yang 
pada akhirnya melahitkan suatu karya cipta yang agung seperti ilmu 
pengetahuan, produk, atau lainnya. 
14. Kerja adalah pelayanan, setiap tetes keringat yang keluar dari tubuh kita 
adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. 
Sehingga untuk mendapatkan kesempurnaan tersebut, kita harus 
melayani semua pihak yang dapat memberikan kita uang. Untuk itulah 
kita melakukan proses pelayanan dan pengabdian kepada pihak-pihak 
yang berurusan dengan pencapaian tujuan tersebut, seperti: partner 
bisnis, pemerintah, konsumen, dan masyarakat lain yang dapat ikut 
menciptakan dan meningkatkan citra positif bagi organisasi, instansi, dan 
perusahaan. Dalam melakukan suatu pekerjaan pasti akan memperoleh 
hasil.  
       Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada produktifitas kerja yang 
berujung pada hasil. Soedirman  dan Tarwakala  merinci faktor-faktor yang 









1. Motivasi  
Motivasi adalah kekuatan dan motor pendorong seseorang kearah 
pelaksanaan kegiatan untuk menuju arah pencapaian tujuan dengan 
melibatkan segala potensi diri. 
2. Kedisiplinan 
Kedisiplinan adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan 
tingkah laku seseorang ataupun kelompok, kepatuhan kedisiplinan dapat 
meliputi aspek peraturan, ketentuan, etika, norma, atau kaedah yang 
berlaku. 
3. Pendidikan 
Pendidikan adalah sistem pengajaran ilmu pengetahuan yang terorganisir 
dan memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Semakin tinggi 
pekerjaan, maka semakin dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang 
baik.  
4. Keterampilan 
Keterampilan adalah segenap kemampuan untuk dapat melakukan suatu 
jenis pekerjaan dengan terampil. Setiap individu dituntut terampil 
khususnya dalam bidang IPTEK. 
5. Etos Kerja 
Etos kerja adalah pandangan untuk menilai sejauh mana kita dapat 
melakukan pekerjaan dan terus berupaya untuk menghasilkan 







C. Pengertian Pelayanan 
       Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
Pada tulisan Haryatmoko halaman 13, B. Libois juan mendefinisikan 
pelayanan publik ialah “semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, 
diatur dan diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk perwujudan dan 
perkembangan kesaling-tergantungan sosial, dan pada hakikatnya, 
pewujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah. Hal 
ini bertujuan untuk meningkatkan ikatan sosial, mengikis egoisme yang tidak 
rasional untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dalam rangka 
pencapaian tujuan kolektif. 
       Menurut Daryanto (1998:363) pelayanan adalah cara melayani, usaha 
melayani kebutuhan orang lain dengan jasa. Pelayanan adalah memberikan 
layanan jasa atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.  
 Pengertian pelayanan publik perlu memperhitungkan unsur-unsur sebagai 
berikut (Haryatmoko, 2011:13) : 
1. Pelayanan publik merupakan pengambilan tanggung jawab oleh 
kolektivitas atas sejumlah kekayaan, kegiatan atau pelayanan dengan 
menghindari logika milik pribadi atau swasta karena tujuannya pertama-
tama bukan mencari keuntungan. 
2. Pelayanan publik mempunyai beragam bentuk organisasi hukum, baik di 






3. Pelayanan publik, merupakan lembaga rakyat yang memberi pelayanan 
kepada warga negara, memperjuangkan kepentingan kolektif, dan 
menerima tanggung jawab untuk member hasil. Jadi siapa saja yang 
berusaha memajukan kesejahtraan publik dan menumbuhkan 
kepercayaan untuk mengusahakan kesejahtraan bersama merupakan 
bagian dari pelayanan publik. 
4. Kekhasan pelayanan publik terletak dalam upaya merespons kebutuhan 
publik sebagai konsumen. 
D. Budaya Organisasi 
 Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara orang dalam berperilaku dan 
harus menjadi patokan dalam setiap program pengembangan organisasi dan 
kebijakan yang diambil. Hal ini terkait dengan bagaimana budaya  itu 
mempengaruhi organisasi dan bagaimana suatu budaya itu dapat dikelola oleh 
organisasi. Dalam buku Handbook of  Human Resource Management 
Practice oleh Michael Armstrong pada tahun 2009, budaya organisasi adalah 
nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana 
orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan sesuatu hal yang 
bisa dilakukan, nilai adalah apa yang diyakini bagi orang-orang dalam 
berprilaku dalam organisai dan norma adalah aturan yang tidak tertulis dalam 
mengatur prilaku seseorang (search google, http://psokiligizone.htm).   
     Seorang ahli prilaku organisasi Eliott Jacquest menyebutkan bahwa 
prilaku organisasi adalah cara berfikir dan melakukan sesuatu yang 






harus mempelajari atau paling sedikit menerimanya sebagian agar mereka 
diterima sebagai bagian dari organisasi (search google, http:// membangun 
budaya organisasi educinfo.uny.pdf.html).  
 Budaya organisasi memiliki tiga hal yang merupakan ciri khas dari budaya 
organisasi tersebut, antara lain dipelajari, dimiliki bersama dan diwariskan 
dari generasi kegenerasi (Sutrisno, 2010:9).  
 Faktor yang paling penting bagi organisasi adalah bagaimana seorang 
pemimpin, ketua, ataupun manager sebuah organisasi dapat menciptakan dan 
memelihara suatu budaya organisasi yang kuat dan jelas. Secara sederhana 
kepemimpinan adalah setiap usaha untuk memengaruhi, sementara itu 
kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang 
pemimpin, adapun otoritas dapat dirumuskan sebagai suatu tipe khusus dari  
kekuasaan yang asli melekat pada jabatan yang diduduki oleh pemimpin, 
otoritas adalah kekuasaan yang disahkan oleh suatu peranan formal seseorang 
dalam suatu organisasi (Miftah, 2010:93). Adapun model dalam pengambilan 
keputusan oleh pemimpin, sebagai berikut (Mitfah, 2010:50) : 
1.  Pemimpin membuat keputusan kemudian mengumumkan kepada 
bawahannya. Dari model ini terlihat bahwa otoritas yang digunakan 
atasan terlalu banyak sedangkan daerah kebebasan bawahan sempit. 
2.  Pemimpin memberikan pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan 
mengundang pertanyaan-pertanyaan. Dalam model ini pemimpin sudah 






memberi kesempatan pada bawahan untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan.  
3.  Pemimpin memberikan keputusan bersifat sementara yang kemungkinan 
dapat diubah. Bawahan sudah mulai banyak terlibat dalam rangka 
pembuatan keputusan, sementara otoritas pemimpin sudah mulai 
dikurangi penggunaannya. 
4. Pemimpin memberikan persoalan, meminta saran-saran, dan membuat 
keputusan. Model ini sudah jelas, otoritas pimpinan digunakan sedikit 
mungkin, sebaliknya kebebasan bawahan dalam berpartisipasi membuat 
keputusan sudah banyak digunakan. 
5. Pemimpin merumuskan batas-batasnya, dan meminta kelompok bawahan 
untuk membuat keputusan. Partisipasi bawahan dalam kesempatan ini 
lebih besar. 
6. Pemimpin mengizinkan bawahan melakukan fungsi-fungsinya dalam 
batas-batas yang dirumuskan oleh pimpinan.   
E. Sistem Nilai Dan Norma 
 Sistem Nilai adalah pengertian-pengertian (conceptions) yang dihayati 
seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang 
baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar 
(Taliziduhu, 2005:30). Nilai kerja adalah setiap nilai yang dihasilkan 
(output) melalui kerja sebagai proses (through put) pembentukan citra diri 






      Dalam pemberian pelayanan yang harus diperhatikan adalah etika. 
Biasanya  etika dipahami sebagai baik atau buruk, benar atau salah yang 
harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Etika erat 
kaitannya dengan moral yang mengacu pada kewajiban untuk melakukan 
yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Moral selalu dikaitkan dengan 
kewajiban khusus, dihubungkan dengan norma sebagai cara bertindak yang 
benar. Konsep moral mengacu keseluruh aturan dan norma yang berlaku, 
yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu sebagai pegangan dalam 
bertindak, dan diungkapkan dalam kerangka baik dan buruk, benar dan salah. 
Norma adalah istilah yang sering  digunakan untuk menyebut segala sesuatu 
yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi 
manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman 
dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya (Bisri, 2004:1). 
      Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 
empat unsur norma, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau 
norma sopan santun serta norma hukum (Bisri, 2004:2) sebagai berikut:  
1. Norma moral adalah sistem aturan yang berlaku bagi manusia yang 
bersumber dari setiap hati manusia atau yang sering disebut juga dengan 
hati nurani yang bekerja atas kesadaran setiap manusia terhadap 
sekelilingnya.  
2. Norma agama yaitu sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan 






3. Norma etika atau norma sopan santun adalah sistem aturan hidup manusia 
yang bersumber dari kesepakatan-kesepakatan (konsensus) yang 
diciptakan oleh dan dalam suatu  komunitas masyarakat pada suatu 
wilayah tertentu. Ukuran norma etika pada dasarnya berupa kepatutan, 
kepantasan dan kelayakan yang tumbuh di masyarakat atau komunitas 
manusia tertentu. 
4. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga 
kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum 
diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki 
kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan 
hukum, yaitu badan legislatif.  
Keempat norma kehidupan tersebut berjalan secara sistematik, simultan, dan 
komplementer bagi manusia, artinya saling bertautan dan saling melengkapi, 
antara satu dengan yang lain.  
      Haryatmoko ( 2011:3) mengemukakan etika publik adalah refleksi tentang 
standar/norma yang menentukan baik atau buruk, salah atau benar prilaku, 
tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka 
menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dari penjelasan diatas dalam 
menciptakan pelayanan yang berkualitas dan relevan, etika publik dibagi atas 
tiga dimensi (Haryatmoko, 2011:5) : 
1. Tujuan “upaya hidup baik” diterjemahkan menjadi “mengusahakan 







2. Sarana: “membangun institusi-institusi yang lebih adil” dirumuskan 
sebagai “membangun infrastruktur etika dengan menciptakan regulasi, 
hukum, atauran agar dijamin akuntabilitas, transparansi, dan netralitas 
pelayanan publik”; 
3. Aksi atau tindakan dipahami sebagai “integrasi publik” untuk menjamin 
pelayanan publik untuk menjamin pelayanan publik yang berkualiatas dan 
relevan. 
F. Bentuk-Bentuk Sistem Pelayanan Pada Dinas Kepolisian 
 Sesuai dengan buku Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Resor, Pasal 3 “Dalam melaksanakan tugas Polres 
menyelenggarakan fungsi” ini juga merupakan bentuk dari sistem pelayanan, 
sebagai berikut : 
1. Pemberian pelayanan kepolisisan kepada warga masyarakat yang 
membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ 
pengaduan dan permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan 
pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat 
izin/keterangan, sesuai ketentuan hukum danperaturan/kebijakan yang 
berlaku dalam organisasi Polri; 
2. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai 
bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan 
penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka 






3.  Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi 
dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan 
hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai 
negeri sipil; 
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi perpolisian masyarakat dan 
pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam 
rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan perundang-perundangan, terjalinnya hubungan Polri – 
masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta 
pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya; 
5.  Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, 
penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, 
termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan 
pengendalian massa, serta pengamanan objek vital yang meliputi VIP, 
parawisata dan objek vital lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan 
dan pemeliharaan Kamtibmas; 
6. Lalu Lintas Kepolisisan, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, 
pengawalan dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan 
penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan 






7.  Kepolisian Perairan, yang meliputi kegitan patrol termasuk penanganan 
pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan 
kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan, dalam 
rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah 
perairan; 
8. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan 
warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan 
atau pihak yang berwenang. 
G. Kajian Tentang Polri 
Pembangunan nasional di bidang hukum adalah terbentuknya dan 
berfungsinya sistem hukum yang mantap, bersumberkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan 
hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, 
dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan 
pembinaan keamanan untuk dan ketentraman masyarakat dalam sistem 
keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang 
profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang 
kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.  Situasi keamanan dan ketertiban adalah merupakan salah satu 






dalam kehidupan masyarakat umum. Kondisi umum yang melatar belakangi 
pelaksanaan tugas pokok Polri.  
1. Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Pasal 1 
Ayat 1   : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi 
dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
Ayat 2 : Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah setiap 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih 
aktif; 
Ayat 3 : Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan 
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya 
memikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara 
ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
Ayat 4 : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi 
dinamis suatu masyarakat sebagai salah satu perasyarat 
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka 
tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya dan 
tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang 
mengandung kemampuan membina serta melambangkan potensi 






menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-
bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat; 
Ayat 5 : kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau 
kepentingan masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan 
ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan 
nasional; 
Pasal 2 
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib 
dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna 
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi 
pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
Pasal 3 
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta 
pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya 
hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Pasal 4 
Ayat 1 : Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara 







a. Alat-alat Kepolisian khusus; 
b. Penyidik pegawai negeri sipil; 
c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa 
Ayat 2 : Pengembangan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c melaksakan fungsi 
kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukumnya masing-masing. 
Pasal 5 
Ayat 1 : Kepolisisan Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan 
memelihara keamanan dalam negeri. 
Ayat 2 : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan 
dalam melaksanakan fungsi kepolisian. 
2. Tujuan dan Sasaran 
 Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Polri dalam pemerintahan, maka 
ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut : 
a. Visi 
Terwujudnya postur Polri yang professional, bermoral dan modern 
sebagai pelindung, pelayan masyarakat yang terpercaya dalam 







1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara 
mudah, tanggal/ responsive dan tidak diskriminatif agar masyarkat 
bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis. 
2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu 
diseluruh wilayah. Serta menfasilitasi keikut sertaan masyarakat 
dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-
masimg. 
3) Memelihara Kamtibcar lantas untuk menjamin keselamatan dan 
kelancaran arus orang dan barang. 
4) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada 
masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen). 
5) Menegakkan hukum secara professional, obyektif, transparan, dan 
akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. 
6) Mengolah secara professional, transparan, akuntabel dan modern 
seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas 
Polri. 










a. Kedudukan Dan Tugas 
Pasal 1 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Polres, adalah 
unsur pelaksana tugas kewilayahan Polda yang berkedudukan di 
bawah Kapolda. 
Pasal 2 
Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum 
dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, 
sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku 










 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif. Metode ini diharapkan dapat memberi penafsiran tentang realitas 
sesungguhnya yang telah terjadi pada masyarakat menyangkut pelayanan publik 
di Kabupaten Bone. 
A. Tipe dan Dasar Penelitian 
 Dimaksudkan untuk menggambarkan sistem pelayanan kepolisian pada 
masyarakat. Maka lebih tepat penelitian ini menggunakan tipe diskriptif 
kualitatif. Dengan menerangkan fenomena dan gejala-gejala sosial yang 
terjadi di lapangan atau tempat penelitian dalam hal ini adalah instansi 
kepolisian.  
      Adapun dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu 
dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam pada objek penelitian. 
Dengan mengumpulkan dan menyusun data dari hasil observasi dan 
wawancara antara peneliti dan informan. Berusaha mendapatkan data atau 
informasi selengkap mungkin sesuai masalah yang diteliti yakni mengenai 
budaya kerja kepolisian terhadap pelayanan pada masyarakat. 
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini berlangsung satu bulan, mulai tanggal 23 juli 2012 hingga 
tanggal 23 Agustus 2012 namun apabila masih ada data yang kurang peneliti 






instansi yang terkait. Adapun lokasi penilitian yaitu di Kesatuan Polres Bone 
bertempat di jalan Yos Sudarso No. 27 Tanete Riattang Timur. Terfokus pada 
aparat kepolisian bagian pelayanan dan masyarakat Kabupaten Bone. 
C. Teknik Penentuan Informan 
 Teknik penentuan purposive sampling memilih informan kunci. Informan 
kunci adalah informan yang dapat memberikan informasi tentang orang-orang 
yang potensial dijadikan informan ahli dan informan biasa. Informan kunci 
disini adalah masyarakat sebagai pengguna layanan. Adapun informan ahli 
yaitu orang yang mengetahui pasti mengenai pemberian layanan secara 
langsung yakni aparat polisi yang sesuai pada bidang pelayanannya. Serta 
informan biasa dalam hal ini tokoh masyarakat atau masyarakat yang sedang 
membutuhkan pelayanan. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara kualitatif. Mengumpulkan 
informasi-informasi atau data-data melalui observasi dan wawancara 
sedangkan jenis-jenis data yang akan dikumpulkan ialah data primer dan data 
sekunder. 
1. Data Primer 
 Data ini dikumpulkan dengan menggunakan : 
a. Observasi, pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti. Mengamati kinerja kepolisian dalam memberikan 






praktek budaya, masalah-masalah, penyelesaian masalah maupun 
ketegangan-ketegangan. 
b. Wawancara, dengan merencanakan dan menyusun pertanyaan yang 
terkait dalam fokus masalah. Melakukan tanya jawab antara peneliti dan 
informan secara mendalam yang meliputi pengalaman, pendapat dan 
tanggapan mengenai norma, nilai, sikap, harapan dan penanganan 
terkait budaya kerja kepolisian. 
c. Studi Literatur, mencari data-data dari artikel, hasil penelitian, jurnal 
maupun buku-buku yang menyangkut masalah penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data ini dikumpulkan melalui atau studi pustaka dari berbagai arsip 
penelitian, dalam bentuk dokumentasi atau bahan-bahan tertulis yang 
berkaitan dengan masalah penelitian.  
E. Analisis Data 
      Proses selanjutnya adalah analisis data, dimana diperlukan beberapa tahap 
antara lain mengkategorikan berdasarkan jenis data yang menunjang dan 
tidak menunjang masalah penelitian. Kemudian memeriksa antara data dan 
catatan lapangan agar dapat dibedakan antara data dan atau informasi selama 
dilapangan. Adapun data yang dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, 
dengan menghubung-hubungkan berbagai keterangan-keterangan atau data-
data yang kemudian ditarik makna sampai pada tingkat makna yang dianggap 







F. Sistematika Penulisan 
       Secara Garis Besar hasil penelitian dalam skripsi ini, diuraikan dengan 
sistematika penulisan yang tersiri dari 5 bab antara lain : 
BAB I  PENDAHULUAN merupakan yang isinya mencakup tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
kerangka konseptual, metode penilitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  TINJUAN PUSTAKA merupakan kajian tentang penulisan literatur 
antara lain tentang pengertian pelayanan publik, budaya kerja, bentuk-bentuk 
sistem pelayanan pada dinas kepolisian, kajian tentang POLRI. 
BAB III  METODE PENELITIAN merupakan bab yang menguraikan  
waktu dan lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, teknik penentuan 
informan, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan. 
BAB IV GAMBARAN UMUM merupakan bab yang menguraikan tentang 
gambaran umum lokasi peneltian yang secara umum menggambarkan tentang 
situasi personalia Polres Bone, visi dan misi, susunan organisasi, pembagian 
tugas dan tanggung jawab dan struktur organisasi Polres Bone. 
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN merupakan bab yang menguraikan 
tentangsistem nilai dan norma kepolisian menyangkut pelayanan masyarakat, 
praktek dalam sistem pelayanan dan persepsi masyarakat mengenai pelayanan 
kepolisian. 








GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Kabupaten Bone 
      Secara geografis Kabupaten Bone terletak pada kordinat antara 40 4’ 43’’ 
sampai 50 8’45’’ Lintang Selatan dan 1190 49’ 3’’ sampai 1120 25’ 9’’ Bujur 
Timur. Batas-batas wilayah : 
 Utara    : Kabupaten Wajo dan Soppeng 
 Selatan   : Kabupaten Sinjai dan Gowa 
 Barat    : Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru 
 Timur    : Teluk Bone 
Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Selawesi 
Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten Bone ini terletak di Watampone. 
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559 km
2
 dan beependuduk sebanyak 
±717.265 jiwa (2010).  
      Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur 
Selawesi Selatan. Memiliki posisi strategis dalam perdagangan dan jasa di 
kawasan timur Indonesia. Secara administratif terdiri dari 333 desa dan 39 
kecamatan. Luas wilayah kabupaten Bone 4.559 km
2
 yang terdiri persawahan 
88.449 ha, tegalan/empang 120.524 ha, tambak/empang 11.148 ha, 
perkebunan negara/swasta 43.052,97 ha, hutan 145.073 ha, padang rumput 
dan lainnya 10.503,48 ha. Berdadarkan hasil pencacahan sensus penduduk 






341.335 laki-laki dan 375.933 perempuan dengan luas wilayah kabupaten 
Bone 4559 km
2




      Budaya masyarakat Bone demikian tinggi mengenai norma atau adat 
sebagai satu kesatuan organis dalam pikiran masyarakat yang memberi rasa 
harga diri serta martabat dari pribadi masing-masing. Terkandung dalam satu 
konsep yang disebut “SIRI” (nilai lokal) dan pangadereng (norma adat), maka 
rakyat Bone memiliki sekaligus mengamalkan semangat/budaya. 
Nilai Lokal Bugis : 
1. Siri : menjaga rasa malu atau harga diri, keluarga, dan orang bugis; 
2. Lempu : jujur dalam perkataan dan perbuatan; 
3. Getteng : kuat; 
4. Ada tongeng : perkataan yang benar; 
5. Temma pasi laingeng : tidak membeda-bedakan;  
6. Macca : kepintaran, cerdik; 
7. Warani : keberanian, berani. 
Norma Lokal :  
1. SIPAKATAU artinya: saling memanusiakan, menghormati/menghargai 
harkat dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai mahkluk ciptaan 
ALLAH tanpa membeda-bedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan 
taat terhadap norma adata/hukum yang berlaku; 
2. SIPAKALEBBI artinya: saling memuliakan posisi dan fungsi masing-






berprilaku yang baik sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam 
masyarakat; 
3. SIPAKAINGE artinya : saling mengingatkan satu sama lain, menghargai 
nasehat, pandapat orang lain, menerima saran dan kritik positif dari 
siapapun atas dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa tidak luput 
dari kehilapan. 
B. Polres Bone 
      Polres Bone bertempat di jalan Yos Sudarso No. 27 Tanete Riattang 
Timur, adapaun batas-batasnya : 
 Barat    : Sungai kecil 
 Timur    : Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Utara    : Jalan raya  
 Selatan   : Sawah penduduk 
Luas Polres Bone adalah 2 ha yang terdiri dari penjagaan sabhara, penjagaan 
lantas, penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), Pelayanan 
Provos, pelayanan penerbitan SIM, ruang staf, ruang Kapolres, ruang 
Wakaplres, Aula, Musallah, penjara, kantin, lapangan olah raga, area parkir, 
dan juga memiliki poliklinik sebagai pelayanan kesehatan.     
      Personalia atau keanggotaan Polres Bone berjumlah 910 orang terdiri dari 
anggota Polri dan PNS dengan pangkat dan golongan masing-masing. Adapun 
jumlah anggota menurut panggakatnya, AKBP berjumlah 1 orang, Kompol 
berjumlah 5 orang, AKP berjumlah 37, IPTU berjumlah 14 orang, IPDA 






bagian Personalia Polres Bone berada dibawah Kabagsumda (kepala bagian 
sumberdaya manusia) dengan pangkat Kompol. Kesatuan Polres Bone 
dipimpin oleh berpangkat AKBP selaku penentu dalam pengambilan 
keputusan dan Wakapolres dengan pangkat KOMPOL,  sebagai Middle 
manajer mampu sebagai staf pembantu pimpinan maupun sebagai pelaksana 
Operasional. AKP / IPTU / IPDA / PNS GOL. III mampu sebagai pelaksana 
staf dan pembantu pimpinan. BA / PNS GOL. II mampu sebagai Bintara 
Umum dan Operasional.  
C. Visi dan Misi Polres Bone 
      Setiap instansi atau organisasi memiliki tujuan dan hasil yang akan 
dicapai. Adapun visi dan misi Polres Bone sebagai berikut : 
1. Visi  
Bertekad untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan 
tetap berpegang teguh pada budaya lokal / daerah dan kepercayaan 
masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan 
menindak semua bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat melalui 
penegakan hukum dan mengindari pelanggaran HAM. 
2. Misi 
a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, 
tanggap / responsiv dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari 
segala bentuk gangguan baik fisik maupun psikis. 
b. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu 






masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masing-
masing. 
c. Memelihara Kamtibcar Lantas untuk menjamin keselamatan, 
kelancaran arus lalu lintas orang dan barang di wilayah hukum Polres 
Bone. 
d. Mengembangkan perpolisian masyarakat (Communtiy Policing) 
dengan memberdayakan Babinkamtibmas. 
e. Meneggak hukum secara profesional, obyektif, proporsional, 
transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa 
keadilan. 
D. Susunan Organisasi Polres Bone 
      Adapun susunan Organisasi Polres Bone adalah sebagai berikut (Pasal 4) : 
1. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Mapolres 
yang terdiri dari :  
a. Unsur Pimpinan : 
1) Kepala Polres, disingkat Kapolres; 
2) Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres; 
b.  Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan : 
1) Bagian Operasi, disingkat Bagops; 
2) Bagian Perencanaan, disingkat Bagren; 
3) Bagian Sumber Daya, disingkat Bagsumda; 






5) Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal, 
disingkat Sipropam; 
6) Seksi Keuangan, disingkat Sikeu; 
7) Seksi Umum, disingkat Sium; 
E. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok : 
1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, disngkat SPKT;  
2) Satuan Intelijen Keamanan, disingkat Satintelkam; 
3) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Satreskrim; 
4) Satuan Narkoba, disingkat Satnarkoba; 
5) Satuan Pembinaan Masyarakat, disingkat Satbinmas; 
6) Satuan Samapta Bhayangkara, disingkat Satsabhara; 
7) Satuan Lalu Lintas, disingkat Satlantas; 
8) Satuan Pengamanan Objek Vital, disingkat Satpamobvit; 
9) Satuan Polisi Perairan, disingkat Satpolair; 
10) Satuan Tahanan dan Barang Bukti, disingkat Sattahti; 
F. Unsur Pendukung 












E. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab 
      Pada pembagian tugas dan tanggung jawab dijelaskan setiap bagian, 
sebagai berikut : 
1. Bagian Pertama, Unsur Pimpinan 
(Pasal 6) 
a. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kapolda. 
b. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan 
mengendalikan kesatuan-kesatuan organisasi di lingkungan Polres dan 
unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan 
sasaran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah 
Kapolda. 
(Pasal 7) 
a. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kapolres. 
b. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan 
tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkordinir 
pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Polres, dan dalam 
batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres 








2. Bagian Kedua, Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan 
(Pasal 8) 
a. Bagops adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah 
Kapolres. 
b. Bagops bertugas merencanakan, mengendalikan dan 
menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan 
pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan 
fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka 
pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan 
fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolahan informasi dan 
dokumentasi (PID). 
c. Bagops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggung jawab kepada 
Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali 
Wakapolres. 
d. Kabagops dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Subbagian Pembinaan Operasi, disingkat Kasubbagbonops. 
2) Kepala Subbagian Pengendali Operasi, disingkat Kasubbagdalops. 











a. Bagren adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah 
Kapolres. 
b. Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian 
program dan anggaran serta analisa dan evaluasi  atas pelaksanaannya, 
termasuk tugas rencana program pengembangan suatu kewilayahan. 
c. Bagren dipimpin oleh Kabagren, yang bertanggung jawab kepada 
Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali 
Wakapolres. 
d. Kabagren dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Subbagian Program dan Anggaran, disingkat 
Kasubbagprogar; 
2) Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran, disingkat 
Kasubbagdalgar. 
(Pasal 10) 
a. Bagsumda adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di 
bawah Kapolres. 
b. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi 
personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan 
administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum. 
c. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab 
kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah 






d. Kabagsumda dalam melaksanakan tugas kewajiban dibantu oleh : 
1) Kepala Subbagian Personel, disingkat Kasubbagpers; 
2) Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana, disingkat Kabbagsarpras; 
3) Kepala Subbagian Hukum, disingkat Kasubbagkum. 
(Pasal 11) 
a. Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang 
berada di bawah Kapolres. 
b. Siwas bertugas menyelenggara monitoing dan pengawasan umum baik 
secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan 
pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang materil, 
fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap 
penyimpangan yang ditemukan. 
c. Siwas dipimpin oleh Kasiwas, yang bertanggung jawab kepada 
Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali 
Wakapolres. 
d. Kasiwas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Subseksi Bidang Operasional, disingkat Kasubsibidops; 











a. Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang 
berada di bawah Kapolres. 
b. Sipropam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan 
masyarakat tentang penyimpangan prilaku dan tindakan anggota Polri, 
pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, 
dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi. 
c. Sipropam dipimpin oleh Kasipropam, yang bertanggung jawab kepada 
Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali 
Wakapolres. 
d. Kasipropam dalam pelaksanaan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Unit Provos, disingkat Kanitprovos; 
2) Kepala Unit Pengamanan Internal, disingkat Kanitpaminal. 
(Pasal 13) 
a. Sikeu adalah pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah 
Kapolres. 
b. Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang 
meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akutansi, 
pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.  
c. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu, yang bertanggung jawab kepada 








d. Kasium dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat 
Kasubsimintu; 
2) Kepala Subseksi Pelayanan Markas, disingkat Kasubsiyanma. 
3. Bagian Ketiga, Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok 
(Pasal 15) 
a. SPKT adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polres yang terdiri dari 3 
(tiga) unit dan susunan berdasarkan pembagian waktu (Ploeg) yang 
berada dibawah Kapolres. 
b. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisisan kepada masyarakat, 
dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama 
laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, 
bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan 
pengamanan dan olah TKP ketentuan hukum dan peraturan yang 
berlaku. 
c. Masing-masing Unit SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung 
jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di 
bawah kendali Wakapolres. 
(Pasal 16) 
a. Satintelkam adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polres yang berada 
di bawah Kapolres. 
b. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi inteljen 






layanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang 
asing, senjata apai dan bahan peledak, kegiatan sosial politik 
masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisisan (SKCK) kepada 
masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap 
pelaksanaannya. 
c. Satintelkam dipimpin oleh Kasatintelkam, yang bertanggung jawab 
kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah 
kendali Wakapolres. 
d. Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops; 
2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat 
Kaurmintu; 
3) Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Unit. 
(Pasal 17) 
a. Satreskrim adalah untuk pelaksana tugas pokok Polres yang berada di 
bawah Kapolres. 
b. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan 
dan penyidikan tugas pidana secara transparan dan akuntabel dalam 
penerapan SP2HP, memberikan pelahanan dan perlindungan khusus 
terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan 
fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyelidikan maupun 






pengawasan PPNS baik di bidang operasioanal maupun administrasi 
penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. 
c. Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim, yang bertanggung jawab 
kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah 
kendali Wakapolres. 
d. Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops; 
2) Krpsls Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat 
Kaurmintu; 
3) Kepala Urusan Identifikasi, disingkat Kaurident; 
4) Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 6 (enam) unit. 
(Pasal 18) 
a. Satnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di 
bawah Kapolres. 
b. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan 
dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka 
pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan 
Narkoba. 
c. Satnarkoba dipimpin oleh Kasatnarkoba, yang bertanggung jawab 
kepada Kaoolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah 
kendali Wakapolres. 
d. Kasatnarkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 






2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat 
Kaurmintu; 
3) Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit. 
(Pasal 19) 
a. Satbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di 
bawah Kaolres. 
b. Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang 
meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi 
pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan 
masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan 
sinergitas Polri-masyarakat. 
c. Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas, yang bertanggung jawab 
kepada Kapolres dan dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari di bawah 
kendali Wakapolres. 
d. Kasatbinmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops; 
2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat 
Kaumintu; 







4) Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat, disingkat 
Kanitbintibmas; 
5) Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa, disingkat 
Kanitbinkamsa. 
(Pasal 20) 
a. Satsabhara adalah unsure pelaksana tugas pokok Polres yang berada di 
bawah Kapolres. 
b. Satsabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta 
Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi Umum, yang meliputi 
pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, termasuk pengamanan 
kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di 
tempat kejadian perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, 
pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat. 
c. Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara, yang bertanggung jawab 
kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah 
kendali Wakapolres. 
d. Kasatsabhara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops; 
2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat 
Kaurmintu; 







4) Kepala Unit Pengamanan Objek Vital, disingkat Kanitpamobvit; 
5) Kepala Unit Pengendalian Massa, disingkat Kanitdalmas. 
(Pasal 21) 
a. Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada 
dibawah Kapolres. 
b. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas 
kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan 
patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan 
identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan 
lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara 
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 
c. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada 
Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali 
Wakapolres. 
d. Kasatlantas dalam melaksakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops; 
2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat 
Kaurmintu; 
3) Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli, 
disingkat Kanitturjawali; 
4) Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa, disingkat 
Kanitdikyasa; 






6) Kepala Unit Kecalakaan, disingkat Kanitlaka. 
(Pasal 22) 
a. Satpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di 
bawah Kapolres. 
b. Satpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek 
vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan 
tertentu dan objek lainnya termasuk VIP yang memerlukan 
pengamanan kepolisian. 
c. Satpamobvit dipimpin oleh Kasatpamobvit, yang bertanggung jawab 
kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah 
kendali Wakapolres. 
d. Kasatpamobvit dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops; 
2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat 
Kaurmintu; 
3) Kepala Unit Pengamanan Kawasan Tertentu, disingkat 
Kantipamwaster; 
4) Kepala Unit Pengamanan Parawisata, disingkat Kanitpamwisata. 
(Pasal 23) 
a. Satpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres wilayah perairan 
yang berada di bawah Kapolres. 
b. Satpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang 






pembinaanmasyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan 
penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR). 
c. Satpolair dipimpin oleh Kasatpolair, yang bertanggung jawab kepala 
Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali 
Wakapolres. 
d. Kasatpolair dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops; 
2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat 
Kaurmintu; 
3) Kepala Unit Patroli, disingkat Kanitpatroli; 
4) Kepala Unit Kapal disingkat Kanitkapal. 
(Pasal 24) 
a. Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada 
dibawah Kapolres. 
b. Sattahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan 
kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta 
menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang disukung 
dengan penyelenggaraan administrasi umum terkait sesuai dengan 
bidangnya. 
c. Sattahti dipimpin oleh Kasattahti, yang bertanggung jawab kepada 








d. Kasattahti dalam melaksanakan tugas kewajibannya diantu oleh : 
1) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat 
Kaumintu; 
2) Kepala Unit Perawatan Tahanan, disingkat Kanitwattah; 
3) Kepala Unit Barang Bukti, disingkat Kanitbarbuk. 
4. Bagian Keempat, Unsur Pendukung 
a. Sitipol adalah unsur pendukung Polres yang berada dibawah Kapolres. 
b. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi 
dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, 
pengumpulan dan pengelolahan serta penyajian data, termasuk 
informasi kriminal dan pelayanan multimedia. 
c. Sitipol dipimpin oleh Kasitipol, yang bertanggung jawab kepada 
Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali 
Wakapolres. 
d. Kasitipol dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh : 
1) Kelapa Subseksi Teknologi dan Komunikasi, disingkat 
Kasubsitekkom; 
2) Kepala Subseksi Teknologi dan Informatika, disingkat 
Kasubsitekinfo. 
E. Struktur Organisani 
Kapolres   : AKBP Drs. R. Andria Martinus, M.H. 
Wakapolres  : KOMPOL E. Dharma, S.H, S.IK, M.H. 






Kasipropam  : AIPTU A. Zainuddin, S.H. 
Kasikeu    : IPTU Kasiran 
Kasium    : IIPTU Syahrir Said 
Kabag Ops  : AKBP Sammang 
Kabag Ren  : AKBP Bambang Haryono, S.Sos. 
Kabag Sumda  : KOMPOL Bakri 
Kasubbag Binops  : AKBP Kamaruddin 
Kasubbag Dalops  : IPDA Abdul Rahman 
Kasubbag Humas  : AKP Abdul Muin 
Kasubbag Progar  :AKP Andi Asri 
Kasubbag Dalgar  :AKP Andi Erwin 
Kasubbag Pers  : AKP Erwin Surahman 
Kasubbag Sarpras : AKP Abdul Rasak 
Kasubbag Kum  : IPDA Muh. Pahrun, S.H. 
KA SPKT  : IPTU Anis 
Kasat Intelkam  : AKP H. Risal, S.H. 
Kasat Reskrim  : AKP A. Ikbal, S.H, S. Pd. 
Kasat Narkoba  : AKP Yusup, S.H. 
Kasat Bimmas  : AKP Syahrir 
Kasat Sabhara  : AKP Umar. M 
Kasat Lantas  : AKP Heri Noveri, S.SIK, S.H. 
Kasat Pam Obvit  : AIPTU Abu Nawas 






Kasat Tahti  : AIPDA Amir Suaib 
Kasitipol   : IPTU Ruben Galana 
Polsek Ajangngale : AKP Frederik Banga 
Polsek Dua Boccoe : AKP Amir Sukma, S.H. 
Polsek T. Siattinge : AKP Musliadi, S.H. 
Polsek Ulaweng  : AKP Banjar 
Polsek Awangpone : AKP Gentar 
Polsek T. Riattang : Kompol Ali Syahban 
Polsek Lamuru  : AKP Jumri Kari 
Polsek Lappariaja : AKP A. Momang 
Polsek Ponre  : AKP Dawar 
Polsek Barebbo  : AKP Tahang 
Polsek Cina  : AKP Amran 
Polsek Sibulue  : AKP Makmur 
Polsek Libureng   : AKP Kamaruddin 
Polsek Mare  : AKP Muh. Suhardi, S.Sos. 
Polsek Tonra  : AKP Jumasing 
Polsek Salomekko : AKP Sepri 
Polsek Kajuara  : AKP H. A. Asri 
Polsek Kahu  : AKP Slamet Budihar 
Polsek Bontocani  : AKP Syahrir 
Polsek Palakka  : AKP M. Asropi, S.H. 






Polsek Amali  : AKP Rahman 
Polsek Patimpeng  : IPTU H. Muh. Ridwan 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
      Pada era reformasi sekarang ini Polri dinilai belum menunjukan perubahan 
kultur yang signifikan, keinginan untuk mewujudkan insan bhayangkara yang 
profesional juga masih jauh dari harapan masyarakat. Ini karena ditubuh Polri 
masih melekat erat paradigma dan budaya organisasi kurang baik, yakni cenrung 
militeristik dan budaya kekerasan. Budaya polisi yang belum berubah bisa dilihat 
dari banyaknya prilaku yang mengedepankan kekerasan, praktek penganiayan 
pemukulan pada saat siswa bintara Polri menjalani pendidikan. Masyarakat masih 
merasakan sikap polisi yang tidak ramah, ringan tangan, suka memeras, suka 
menjebak, arogan, sewenang-wenang dan bisa dibeli. 
       Kerja adalah kewajiban yang harus dilakoni oleh semua aparat kepolisian 
tanpa terkecuali sesuai tanggung jawab tugas masing-masing. Menjalankan tugas 
yang amanah dengan mengutamakan kejujuran pada diri sendiri. Mendahulukan 
hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Kalimat 
awal yang terlihat pada saat memasuki instansi dinas kepolisian adalah “KAMI 
SIAP MELAYANI ANDA” ini membuktikan bahwa kepolisian sangat 
mementingkan dan mengedepankan pelayanan terkhusus pada masyarakat. Aparat 
berkewajiban melayani dan masyarakat berhak menerima pelayanan dengan baik. 






pada kode etik yang sesuai dengan budaya lokal. Budaya lokal yang dimaksudkan 
adalah nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat bugis yakni adat sopan 
santun, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dalam kode etik 
kepolisian, aparat kepolisian harus memperhatikan kearifan lokal daerah setempat 
pada saat menjalankan tugas. Oknum polisi memiliki tanggung jawab besar dalam 
memberikan pelayanan, keseriusan, kedisiplinan dan kejujuran sangat penting 
untuk dimilikinya demi pencitraan nama organisasi yang dibawanya. Tanpa 
mengenal waktu entah itu pagi, siang, malam tetap siap melayani masyarakat.  
A. Sistem Nilai dan Norma Kepolisian Menyangkut Pelayanan Masyarakat 
      Konsep nilai menjadi sangat penting karena nilai dan norma menjadi 
pegangan di dalam pilihan tindakan dan dasar moral untuk dasar pembenaran 
dan evaluasi prilaku moral. Kemampuan untuk menciptakan nilai-nilai melalui 
analisa, pemahaman, dan penerapan merupakan pintu masuk perbaikan 
pelayanan publik. Dengan demikian pengaplikasian tanggungjawab menjadi 
bentuk pemberdayaan publik, terutama untuk mereka yang langsung 
berhadapan dengan masyarakat. Adanya aturan dan pengawasan dapat 
meningkatkan rasa tanggungjawab dan mendorong orientasi hasil kerja. Proses 
peningkatan rasa tanggungjawab ini diharapkan akan membuat pelayanan 
publik lebih memperhitungkan dan memperhatikan pengembangan praktik 
pelayanan publik, pentingnya penambahan dan pengalaman, perubahan terus-
menerus kondisi kerja dan organisasi. Pelayanan publik yang profesional 






yang mengarah ke nilai. Dalam pelayanan publik, lemahnya perilaku etis atau 
lemahnya perilaku tidak sesuai dengan norma dapat melemahkan institusi 
kepolisian dan berefek pada orang banyak atau masyarakat. Padahal hakikat 
utama pelaksanaan kekuasaan terletak pada tanggungjawab moral.  
      Sistem nilai terlihat pada etika profesi kepolisian yaitu acuan oknum polisi 
dalam bertindak, mengetahui tindakan yang dilatar belakangi oleh norma 
sebagai awal dalam mengambil langkah maupun keputusan yang bijak tanpa 
pengecualian. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 
14 tahun 2001 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian menerangkan etika 
profesi polri adalah kristalisasi nilai-nilai tribrata dan catur prasetya yang 
dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap 
anggota polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, 
kelembagaan dan kepribadian.  
1. Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota polri terhadap Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945, dan kebinekatunggalikaan.  
2. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota polri terhadap institusi 
yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan 
lahir batin dari semua insan bayangkara dengan sebagai martabat dan 
kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata 






3. Etika kepribadian adalah sikap prilaku seorang anggota polri dalam 
kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam 
kehidupan keluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.      
Adapun makna nilai-nilai tri brata dan catur prasetya yang berupa janji aparat 
kepolisian sebagain insan yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa dan 
pengabdian bagi nusa dan bangsa, sebagai berikut : 
TRI BRATA 
KAMI POLISI INDONESIA 
1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa; 
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam 
menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-UndangDasar1945; 
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan 
keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.  
CATUR PRASETYA 
Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi 
masyarakat, bangsa dan negara, untuk : 
1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan; 
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia; 
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum; 






Dalam prinsip-prinsip kode etik kepolisian (pasal 3) menerangkan bawah 
dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, meliputi : 
1. Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral yang dapat diwujudkan ke 
dalam sikap, ucapan, dan perbuatan; 
2. Kepastian hukum, adanya kejelasan pedoman bagi anggota polri dalam 
melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
penegakan kode etik; 
3. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan kode etik dilakukan dengan cara 
mudah, cepat serta akuntabel dengan tetap menjungjung tinggi kebenaran 
dan keadilan; 
4. Kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri harus memberikan perlakuan 
yang sama tanpa membedakan pangkat, pejabat, status sosial, ekonomi, ras, 
golongan, dan agama; 
      Norma dalam hal ini adalah ketentuan atau aturan-aturan yang telah 
ditetapkan dalam undang-undang kepolisian. Kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negri. Etika dalam kepolisian sebagai acuan oknum polisi   
dalam bertindak, mengetahui tindakan yang dilatar belakangi oleh norma 
dalam mengambil langkah maupun keputusan yang bijak tanpa pengecualian.  
       Adapun sistem nilai dan norma budaya lokal daerah setempat berupa 






sistem nilai dan norma lokal yang dianut oleh masyarakat bugis terkhusus 
bugis Bone seperti etika kesopanan, siri (harga diri), lempu (kejujuran), getteng 
(konsisten) dan ada tongeng (perkataan yang benar), temmapasilaingeng (tidak 
membeda-bedakan satu sama lainnya), macca (pintar/pandai), warani 
(keberanian) dan sikap ada na gau (kata dan perbuatan). Inilah yang menjadi 
pegangan dasar dalam bertindak dan berprilaku. Pada buku kode etik profesi 
kepolisian menyangkut etika kemasyarakatan yang telah dijelaskan pada bab 
pertama, oknum polisi dalam memberikan pelayanan haruslah mengindahkan 
budaya lokal dalam artian mengamalkan dan mengaplikasikan nilai dan norma 
lokal dalam melayani masyarakat. Tanpa ada pengecualian atau pilih kasih 
(dalam bahasa bugis mappasilaingeng) dalam pemberian pelayanan. Dalam 
menyelesaikan masalah pihak kepolisian dengan cermat dan telitih dalam 
mengambil sebuah kebijaksanaan dengan cara ma’bulo sipeppa dalam artian 
mufakat membicarakan inti sebab akibat masalah dan mencari jalan terbaik 
agar tercapai perdamaian satu sama lainnya tanpa keluar dari prosedur hukum. 
      Pihak kepolisian dalam memberikan pelayanan pada masyarakat haruslah 
profesional dan mengindahkan etika profesinya. Pada peraturan kepolisian 
republik indonesia nomor polisi: 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi 
kepolisian, dijelaskan pada (pasal 10) bahwa anggota polri wajib 
menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan 
profesi dan organisasi serta menjungjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan 
demi pelayanan pada masyarakat senantiasa : 






2. Bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan 
pelayanan organisasi dan tata kerja kepolisian; 
3. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan/bantuan dari masyarakat 
dengan alasan bukan wilayah hukumnya; 
4. Tidak mencari kesalahan masyarakat; 
5. Tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapat 
imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
Diatas sangat jelas diterangkan menyangkut oknum polisi sebagai pengayom 
dan pelayan masyarakat.    
      Mapolres Bone dalam hal pelayanan yaitu pelayanan lalu lintas, penerbitan  
Surat Izin Mengemudi (SIM), Pegurusan STNK, Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK), Sabhara, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). 
Terfokus pada pelayanan menyangkut kinerja polisi lalu 
lintasyakni,pelangaran lalu lintas dan pelayanan Surat Izin Mengemudi.  
1. Pelayanan Menyangkut Pelanggaran Lalu Lintas 
 Pada prosedur kerja pelanggaran lalu lintas di jalan, aparat kepolisian 
dalam menindaki masyarakat harus dengan pelayanan yang telah 
ditetapkan.  Memberhentikan kendaraan pada saat berada dijalan dengan 
bertata krama sopan dan saling menghargai “tabe”, maaf, permisi 
pak/ibu/adek mengambil sikap hormat pada pemilik kendaraan atau si 
pengendara sambil meminta kelengkapan surat kendaraan tapi tidak semua 






intonasi suara yang menekan, berprilaku seenaknya saja pada pengendara. 
Operasi lalu lintas rutin dilakukan menjelang hari raya, seiring terjadinya 
tindakan kriminal, menjelang pemilihan wakil kepala daerah, menjelang 
kedatangan Pejabat Tertinggi Negara maupun Pejabat Daerah dan Pejabat 
Kepolisian dan ABRI. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan 
oleh Polisi Negara Republik Indonesia meliputi pemeriksaan persyaratan 
administratif pengemudi dan kendaraan. 
        Aparat kepolisian dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan saat 
bertugas berwenang untuk menghentikan kendaraan bermotor, meminta 
keterangan kepada pengemudi, dan melakukan pemeriksaan surat izin 
mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, 
tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan kermotor. 
Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan 
pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas 
pemeriksa, dan perlengkapan pemeriksaan.  
2. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) 
Surat Izin Mengemudi adalah prasyarat untuk menjalankan atau 
mengoperasikan kendaraan bermotor dan berlaku selama lima tahun. 
Setiap pengendara diwajibkan memiliki SIM. Dalam undang-undang lalu 
lintas  14 tahun 1992 diterangkan mengenai persyaratan pembuatan SIM 
sebagai berikut : 
a. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter; 






c. Membayar formulir pada loket administrasi; 
d. Mengisi formulir permohonan; 
e. Dapat menulis dan membaca huruf latin; 
f. Melampirkan foto copy KTP; 
g. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lalu lintas jalan dan 
memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor; 
h. Lulus uji teori dan praktek. 
Tidak semua masyarakat yang mengambil surat izin mengemudi sesuai 
dengan kriteria persyaratan diatas, ada juga yang tidak datang ke kantor 
cukup dengan menyiapkan foto ukuran 5R beserta kartu identitas (KTP), 
ini dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerabat oleh anggota 
polisi, orang yang kurang bisa membaca dan menulis atau kapasitas 
pendidikannya terbatas tetap bisa mengambil sim dengan saling mengerti 
pada bagian staf sipil administrasi selaku kasir yakni melebihkan 
pembayarannya sesuai keinginan staf tersebut. Yang memiliki umur 
dibawah 17 tahun juga bisa mengurus pengambilan surat izin mengemudi 
dengan menggadakan atau melebihkan umur anak, inipun diataur pada 
bagian pengurusan administratif. Jadi jangan heran maraknya kecelakaan 
di jalan itu banyak yang dibawa umur, yang seharusnya tidak pantas 
diberikan sim tetap juga diberikan. Ini membuktikan kurangnya ketegasan 







B. Praktek Dalam Sistem Pelayanan Kepolisian 
       Sebelum memulai aktivitas aparat kepolisian melakukan apel pagi  
bertujuan mengkordinir anggota sekaligus memberi motivasi kerja agar selalu 
memberikan pelayanan prima/maksimal pada masyarakat. Dengan 
mengutamakan pelayanan, oknum polisi selalu mengarahkan masyarakat yang 
ingin melakukan pengurusan dengan sikap sopan tapi ada juga oknum yang 
hanya duduk diam sambil mengisap rokok dan bercanda gurau dengan 
sesamanya. Setiap invidu memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda 
begitupun dengan pemberian pelayanan, setiap oknum memiliki cara tersendiri 
dalam melayani masyarakat. Adanya yang melayani sesuai dengan prosedur, 
tapi ada juga yang melayani tidak sesuai dengan prosedur misalnya kita 
memberikan sebungkus rokok atau amplop yang berisikan lembaran uang 
maka kita akan dilayani secara cepat tanpa ikut pada prosedur yang telah 
ditentukan, sikap seperti ini telah menyimpang dari kode etik. Tidak semua 
orang berlaku jujur pada saat menjalankan tugas khususnya aparat polisi, 
inilah yang merusak citra polisi pada masyarakat. 
       Praktek atau disebut juga dengan prosedur kerja yang sering kita jumpai 
dilapangan belum sesuai dengan semestinya. Budaya kerja merupakan faktor 
pendukung bagi kelancaran pelaksanaan prosedur kerja mengenai pelayanan 
publik agar tercipta suasana yang aman, tenteram dan harmonis sesuai dengan 
wujud nilai-nilai kebudayaan yang baik dari setiap unsur kebudayaan. 
Pekerjaan aparat kepolisian merupakan salah satu pekerjaan berat dan 






terhadap masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat, misalnya masalah 
pencurian, lalu lintas, korupsi, teroris dan tindak pidana lainnya. Menjaga 
keamanan dan ketertiban dengan melakukan patroli rutin di daerah kota dan 
sekitarnya agar masyarakat Bone terhindar dari tindakan pencurian, peminum 
miras, perjudian, tindak asusila di penginapan dan hotel beserta tindakan 
kenakalan remaja balapan liar. Pihak kepolisian berkewajiban memberikan 
pelayanan pada masyarakat secara umum dan adil. Realitas praktek pelayanan 
terkadang tidak sesuai dengan norma yang telah dibudayakan atau aturan yang 
telah diberlakukan. Dalam menangani penyelesaian masalah, aparat kepolisian 
haruslah memberikan kepastian hukum yaitu adanya kejelasan bagi anggota 
polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti tidak 
menggantung atau hanya memberikan janji pada masyarakat terhadap 
penyelesaian masalahnya. 
1. Pelayanan Lalu Lintas 
      Pelayanan lalu lintas aparat polisi yang sedang menjalankan tugas 
tidak sesuai dengan aturan, pada pelanggaran lalu lintas petugas seenaknya 
saja menangkap masyarakat yang sedang mengendarai kendaraan dengan 
mencari kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. 
Pemeriksaan kendaraan secara umum meliputi SIM, STNK, lampu 
kendaraan, klakson dan spion. Terkadang aparat kepolisian mencari 
kesalahan masyarakat dengan memeriksa kendaraan secara menyeluruh, 
memeriksa ketebalan ban, bunyi klakson, warna dan stiker kendaraan dan 






      Pelanggaran lalu lintas yang sengaja maupun tidak sengaja dilakukan 
oleh masyarakat terbiasa mengakibatkan kompling atau perselisihan oleh 
aparat polisi yang sedang menjalankan kewajibannya. Seperti yang dialami 
oleh IR (22 tahun) mahasiswa AKBID Batari Toja pada saat mengendarai 
kendaraan bermotor di  jalan MH. Tamrin sekitar jam 8 malam, yang 
diberhentikan secara tiba-tiba oleh oknum polisi. 
“Saya langsung kaget tiba-tiba dihentikan oleh seseorang yang 
berpakaian jaket coklat ternyata seorang anggota polisi, dan saya 
langsung bertanya kepada oknum polisi tersebut kenapa saya 
ditangkap Pak ? oknum polisi tersebut menjawab kecil –kecil sudah 
mau melawan, ikut saja saya ke Pos Polisi nanti disitu saya jelaskan 
pelanggaranmu”. (Wawancara tanggal 25 juli 2012). 
 
Pada saat itu terjadi aksi tarik menarik kunci motor oleh petugas polisi, 
oknum Polisi mengira si pengendara ingin kabur. Pada saat di Pos Polisi 
diberikan arahan dan penjelasan mengenai pelanggarannya yaitu 
menerobos lampu merah. Oknum polisi lalu lintas yang semenah-menah 
menindaki masyarakat tanpa etika, ini mencerminkan bahwa pelayanan 
lalu lintas belum sesuai dengan tri brata dan catur prasetya kepolisian 
sebagai nilai dasar dalam bertindak dan berprilaku. Setiap warga 
masyarakat yang tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas dibawah ke 
Pos Polisi untuk ditindak lanjuti. Seringkali orang bugis mendapat kata-
kata yang kurang menyenangkan dari oknum polisi. Kurangnya penerapan 
nilai moral mengakibatkan tidak adanya kesopanan, penghargaan dan 
tanggung jawab atas fungsi yang diberikan oleh negara. Hal seperti ini 






menghentikan pengendaraan yang sedang berkendara dengan cara 
meneriaki atau langsung memalang kendaraannya di jalan, pengendara 
kaget dan tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan sehingga diberhentikan.  
“Dalam kehidupan sehari-hari di daerah bugis terdapat uangkapan, 
narekko eloki na hargai taue ta hargai tai tau laingnge (dalam bahasa 
bugis) yang artinya kalau kita ingin dihargai, sebaiknya kita juga 
menghargai orang lain”. (Penulis)   
 
 Antara aparat kepolisian dengan masyarakat haruslah saling menghargai, 
sebaiknya menghidari perkataan yang kurang menyenangkan yang dapat 
menimbulkan ketegangan maupun perselisihan.  
 Sesekali kita mendapatkan dua hingga empat anggota POLANTAS 
melakukan operasi atau razia di jalan pedesaan. Ini membuktikan kalau 
perhatian kepolisian pada masyarakat cukup besar. Di kabupaten Bone 
masih banyak infrastruktur jalan yang kurang baik khususnya di jalan 
pedesaan, jalan yang memprihatinkan berbatu, berlubang, bergelombang 
dan becek pada saat hujan. Di pedasaan, masyarakat memiliki kendaraan 
motor dan mobil sebagai alat transportasi yang juga digunakan sebagai alat 
pengengangkut hasil pertanian dan peternakan. Adanya kendaraan yang 
kelengkapan administratifnya tidak lengkap, nomor kendaraan yang tidak 
terpasang pada kendaraan, surat kendaraan yang sudah mati dan surat 
kepemilikan kendaraan tidak ada. Keadaan fisik kendaraan yang tidak 
lengkap, tanpa kaca spion, lampu dan kap yang tidak terpasang pada 
kerangka kendaraan. Pada saat oknum polisi melakukan operasi di daerah 






masalah kelengkapan kendaraannya. Ketegangan dan konflik sering 
terjadi, oknum polisi yang bertugas tidak sesuai prosedur kerja yang 
dijalankannya tanpa memperhatikan atau melalaikan etika dan prosedur 
kerja yang benar. Seenaknya saja membentak, menakut-nakuti masyarakat, 
apabila pengendara yang sedang tertangkap membangkan atau melawan 
oknum polisi dalam artian adu mulut maka oknum tersebut mengancam 
menangkap dan membawa pengendara ke kantor.  Sehingga  masyarakat 
merasa  tidak dihargai, dihormati dan dilayani dengan baik. Pengendara 
yang tertangkap karena kendaraannya tidak lengkap biasanya diberi tiga 
pilihan, mau tilang ditempat atau bayar dikantor atau bagaimana ?. 
Pengendara diberi pilihan dalam menyelesaikan masalah. Pada saat 
disodorkan surat tilang, pengendara tidak langsung menerimanya tapi 
meminta kebijaksanaan, keringanan mengenai pembayaran atau disebut 
dengan atur damai. Oknum polisi menerima dan mengaturnya, sehingga 
tawar-menawar terjadi, biasanya mulai Rp. 150.000 hingga Rp. 50.000 tapi 
biasanya pengendara meminta lagi agar biayanya dikurangi hingga Rp. 
35.000. Pada saat sudah mendapatkan kesepakatan pembayaran atas 
pelanggaran pengendara, maka pengendara memberikan uang sebagai 
biaya atas kesalahannya dengan ucapan terimakasih. Prilaku ini sangat 
bertolak belakang pada nilai dan norma tri brata, meniadakan kebenaran 
keadilan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Seperti yang dialami 






Abbanuang Kecamatan Awangpone yang  terjaring operasi oleh aparat 
polisi lalu lintas mengatakan : 
“ko iya tosi iyaro sepengnge engka gellona engkato ja’na, gellona 
lao ri masaraka’e nasaba naparessai sure-sure motoro na otoe 
sibawa kelengkapang laingnge tujuanna natiwiki lao ri kedo-kedo 
disiplingnge, ja’na tosi polisie na sapparangngi salatta naiya cappa 
napakkamaja’ki. Iyatopa polisi sepengnge de’na resmi pa’degaga 
kelengkapang surena” (ucapan bugis). (Wawancara tanggal 30 Juli 
2012) 
Terjemahan : “menurut saya swiping atau operasi yang dilakukan 
oleh aparat kepolisian ada kebaikan dan kejelekannya, kebaikannya 
agar masyarakat disiplin dalam berkendara khususnya menyangkut 
surat kelengkapan kendaraannya, kejelekannya oknum polisi 
mencari kesalahan kita yang berujung pada pembayaran. Dan 
oknum polisi yang melakukan operasi itu tidak resmi karena tanpa 
dilengkapi surat izin”. 
 
Dengan mencari masalah dan kesalahan pengendara, yang berakhir pada 
pembayaran. Bukan hanya satu orang yang terjaring razia tapi ada 
beberapa orang. Hasil dari razia dibagi sesuai jumlah anggota yang ada. 
Razia ini tidak resmi karena tidak sesuai dengan aturan. Oknum polisi 
yang sering melakukan operasi seperti ini sangat dikeluhkan oleh 
masyarakat karena mengganggu aktifitas. Operasi yang dilakukan 
kepolisian secara resmi dilengkapi dengan surat perintah, dalam surat 
perintah tertera nama serta pangkat dan jumlah anggota, dipimpin oleh 
salah satu oknum polisi yang berpangkat perwira dan memiliki tanda 
papan operasi. 
 Kerap kita menjumpai kegiatan maupun prilaku menyimpang dari 
oknum kepolisian di jalan, seperti yang sering dialami sopir kendaraan 






barang, hasil pertanian, hasi laut, hasil tambak dan hewan (sapi dan kuda) 
singgah di pos polisi sektor daerah (polsek) untuk melapor segaligus 
memberikan uang atau menyetor agar mendapat kelancaran menyangkut 
surat kelengkapan kendaraan  dan barang bawaan. Tanpa banyak komentar 
sopir tersebut menyelipkan sejumlah uang kedalam lipatan surat kendaraan 
untuk diperlihatkan dan diberikan pada oknum polisi yang sedang 
melakukan penjagaan pada hari itu. Mulai dari nominal angka Rp. 20.000 
sampai Rp. 50.000 sesuai dengan keadaan barang bawaan, semakin banyak 
barang semakin tinggi pula setoran yang disodorkan oleh sopir.  Kejadian 
seperti ini sering kita saksikan pada saat melakukan perjalanan khusunya 
antara  Bone menuju Makassar. Bukan hanya sekali melakukan penyetoran 
tapi beberapa kali, ada empat pos polisi yang dilalui yaitu Polsek 
Lappariaja, Polsek Tana Batue, Polsek Mallawa dan Pospol Camba. 
Peristiwa seperti ini sudah membudaya karena telah menjadi kewajiban 
bagi sopir kendaraan yang membawa barang melakukan penyetoran, 
tindakan yang menyimpang dari perundang-undangan yakni adanya 
pungutan liar (pungli).  
  Hal menyimpang ini terjadi karena adanya bentuk jalinan kerja yang 
secara dirahasiakan oleh atasan(pimpinan) dan bawahan. Oknum polisi 
yang bertugas tempat penghasil uang seperti Lalu Lintas, Operator SIM, 
Samsat, Polsek Pelabuhan dan Provos yang biasanya diistilakan sebagai 
tempat basah, itu setiap bulannya menyetor pada pimpinan bahkan setiap 






kunjungan kerja oleh pihak Polda Sul-Sel yang digelar sesuai jadwal, saat 
berada di Polres Daerah akan mendapat pelayanan ekstra dalam artian 
diberikannya uang jalan dan amplop yang berisikan uang sebagai tanda 
terima kasih dan juga bertujuan agar mendapat kelancaran dalam urusan. 
Apalagi pada saat pimpinan akan pindah atau serah terima jabatan, setiap 
oknum yang bertugas ditempat basah dengan sendirinya akan memberi 
materi berupa uang yang dikemas rapi dalam amplop secara tersembunyi.   
  Terkhusus pada aparat kepolisian sebagai penegak hukum diwajibkan 
bertugas melayani dan mengayomi masyarakat bukan untuk merehsahkan 
masyarakat. Dalam aturan kepolisian, anggota polisi tidak diperbolehkan 
melakukan tindakan pemaksaan, penganiayaan, kekerasan beserta 
pungutan liar terhadap masyarakat. Adanya sikap dan prilaku yang 
berlawanan dengan ketentuan aturan yang terlihat pada oknum polisi saat 
bertugas di lapangan, peraturan kepolisian republik Indonesia nomor 7 
tahun 2006 tentang kode etik pada poin lima menerangkan bahwa anggota 
polri senantiasa tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan 
untuk mendapat imbalan atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat, 
realitasnya pada saat menjalankan tugas oknum polisi terang-terangan 
meminta uang pada masyarakat seperti pada saat melakukan swiping yang 
tidak resmi. Dengan sengaja berdiri di pinggir jalan atau depan pos 
lalulintas, ini sebagai isyarat bahwa mobil pengangkut barang hasil 






dikomsumsi  itu akan singgah dengan sendirinya untuk melakukan 
penyetoran atau memberi uang pada oknum tersebut. 
 Adanya perlakukan yang berbeda apabila kita memiliki kerabat 
anggota polisi. pada saat tertangkap, kita diminta mengeluarkan SIM dan 
STNK sambil ditanya 
“Kamu anak anggota yah atau engka sissemmu polisi, ko’engka iga 
asenna, aga pangka na jabatanna ?  (apa kamu memiliki kenalan 
polisi, siapa namanya, apa pangkat dan jabatannya)? (oknum polisi 
JL, 36 tahun pangkat aipda). (Wawancara, 4 Agustus 2012) 
 
 Apabila kita atau orang yang tertangkap memiliki kenalan atau kerabat 
anggota polisi maka akan mendapat keringanan oleh oknum polisi yang 
sedang bertugas.  
      Ini membuktikan bahwa oknum kepolisian dalam menjalankan 
tugasnya tidak serta merta patuh terhadap aturan atau kode etik kepolisian 
serta menghilangkan kearifan lokal yakni nilai dan norma lokal budaya 
bugis. Tidak adanya  “pangadereng” (sopan santun) pada saat berhadapan 
dengan masyarakat dan “mappasilaingeng” (membeda-bedakan) pada saat 
melayani masyarakat. Sikap dan prilaku seperti ini merusak nama 
organisasi di mata masyarakat.  
 Dalam  Perubahan prosedur kerja dipengaruhi oleh kemajuan pola 
pikir dan sudut pandang bahwa kerja semata-mata untuk mengumpulkan 
materi, melenceng dari budaya kerja yang sesuai dengan ketentuan aturan 
sehingga oknum yang menjalankan tugas seenaknya saja memberlakukan 






kepolisian sekarang karena menggampangkan atau menghalalkan segala 
cara untuk keperluan pribadi. Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh, 
setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbedah dan bersifat berlebihan 
sehingga bersih keras memperoleh penghasilan lebih dalam artian materi 
tanpa meperhatikan norma-norma yang ada.  
2. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) 
 Saat ini prosedur pelayanan penerbitan surat izin mengemudi sudah 
berjalan dengan baik, tapi ada beberapa hal yang menjadi gejala dan 
masalah menyangkut kualitas pelayanan kepolisian. Belum sepenuhnya 
prilaku antri diaplikasikan, sering kita temukan beberapa orang dengan 
gampang atau seenaknya saja tanpa melalui prosedur yang telah 
ditetapkan. Misalnya ada orang yang memiliki kenalan pada salah satu 
oknum polisi sehingga pengurusannya dapat dimudahkan dengan cepat 
tanpa melalu antri terlebih dahulu. Begitupun dengan orang yang memiliki 
keluarga polisi, dalam pengurusanpun akan diberi kelancaran dalam 
pengurusan tanpa melalui prosedur atau beberapa persyaratan seperti kartu 
identitas. Sama halnya pada orang yang memiliki jabatan atau posisi tinggi 
pada instansi pemerintahan maupun swasta akan mendapat pelayanan 
khusus dibanding masyarakat biasa, mendapat penghargaan yang lebih dan 
sangat dihormati pada saat berada dikantor polisi. Ini membuktikan dalam 
pemberikan pelayanan dilakukan secara pilih kasih, siapa yang memiliki 
jaringan atau hubungan pada oknum polisi maka akan dimudahkan 






hubungan keluarga pada salah satu oknum polisi sering teraniaya karena 
merasa kurang dipedulikan dalam hal pelayanan, padahal dalam aturan 
tidak ada saling membedakan derajat, setiap orang berhak mendapat 
pelayanan yang baik dan yang semestinya. Ini membuktikan bahwa 
pelayanan kepolisian belum sepenuh berjalan sesuai dengan ketentuan 
karena adanya pembedaan  derajat atau ”mappasilaingeng” dalam 
menjalankan tugas. 
      Pelayanan kepolisian pada masyarakat tidak selalu memberikan rasa 
puas dan nyaman. Terkadang terjadi ketegangan dan konflik antara polisi 
dan masyarakat, penyebab adalah pengecualian dan pilih kasi terhadap 
pelayan dan adanya oknum yang sewenang-wenang dalam menindaki 
masyarakat yang melakukan pelanggaran. Perlakuan menyimpang pada 
saat mengambil keputusan dan tindakan yang tidak sesuai aturan itu sama 
halnya mengabaikan budaya kerja.   
C. Persepsi Masyarakat Mengenai Pelayanan Kepolisian 
      Postur Polri yang profesional, bermoral dan modern yang ditata dan 
dirumuskan dalam susunan kelembagaan sesuai dengan pola kebutuhan dan 
keseimbangan organisasi yaitu Polda cukup sebagai Kesatuan Induk Penuh, 
Polres besar sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) dan Polsek kuat 
sebagai sentra pelayanan masyarakat terdepan. Sejarah kepolisian di 
Indonesia yang berasal dari rakyat dapat menjadi pendorong tumbuhnya 
semangat baru yang berguna untuk memperkuat citra Polri dan jati diri 






Bone walaupun sebagaian kecil masih ditemukan adanya penyimpangan dan 
pelanggaran hukum yang dilakukan oknum Polisi maupun PNS Polri. Saat ini 
kualitas pesonil Polri Polres Bone masih kurang dalam pelayanan publik, 
diharapkan dalam melaksanakan tugas sebaiknya profesional, bermoral dan 
transparan khususnya pada saat Polisi dihadapkan dengan berbagai macam 
tingkat inteletual masyarakat.  
      Masyarakat mengeluhkan kinerja polisi lalu lintas yang ada sekarang ini, 
seenaknya saja melakukan razia tanpa kelengkapan surat izin yang sah dari 
denas kepolisian dan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan pada 
masyarakat. Pelayanan polisi lalu lintas pada masyarakat tidak maksimal, 
perlu adanya perbaikan dan perubahan seperti yang katakan IR (22 tahun) : 
 “sebaiknya oknum polisi lalu lintas perlu  mendapatkan pembinaan 
oleh atasannya dan menempatkan personil yang layak dan profesional 
dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum”. (Wawancara, 8 
Agustus 2012) 
 
      Pelayanan aparat kepolisian belum dapat dikatakan baik sehingga  
masyarakat belum merasa puas bahkan merasa dirugikan. Pelayanan yang 
berbelit-belit dan tidak diaplikasikannya budaya antri membuat masyarakat 
merasa dirugikan khususnya rugi waktu. Setiap orang memiliki kesibukan 
tertentu maka dari itu waktu harus dipergunakan sebaik mungkin sehingga 
semua pekerjaan dapat tertanggulangi dengan baik. Kalau pelayanan berbelit-
belit itu sama halnya dengan membuang waktu, pelayanan yang hanya 
membutuhkan waktu sedikit tapi karena kinerja yang kurang profesional 






penerbitan Surat Izin Mengemudi. Menurut MH (21 tahun) berprofesi sebagai 
mahasiswa warga Bone :  
 “menurut saya pelayanan SIM  belum berjalan semestinya karena 
budaya antri belum sepenuhnya terwujud, masih banyak polisi yang 
mendahulukan anggotanya (kenalan, kerabat dan keluarga) tanpa antri 
terlebih dahulu, kalau hal ini terus terjadi pelayanan tak berjalan 
semestinya dan masyarakat kurang puas” (Wawancara tanggal 13 
Agustus 2012). 
 
Adapun keadaan berbeda yang sering kita jumpai pada saat pelayanan SIM 
yaitu, masyarakat yang memiki jaringan atau hubungan pada anggota polisi 
akan mendapat pelayanan spesial dibanding masyarakat yang tidak memiliki 
kenalan anggota polisi. Dilayani dengan baik dan cepat tanpa melewati 
tahapan antri terlebih dahulu sehingga dapat terselesaikan dengan cepat tanpa 
berbelit-belit. Sama halnya yang diutarakan oleh Pak ZN (40 tahun) 
bertempat tingga di Desa Lonrong Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, usai 
pengurusan SIM : 
 “beda metto pelayananna polisi’e kok engka sissengta di kantoroe 
pa’lancar urusangnge, tapi kok degaga sissengta monroki bawang 
monga mattajeng lettu selesai urusangnge” (bahasa bugis).  
Terjemahan: memang beda pelayanan polisi kalau kita memiliki 
kenalan karena urusan akan lancar, tapi sebaliknya kalau tidak 
memiliki kenalan kita hanya bisa menunggu lama sambil diam 
samapai urusan selesai”. (Wawancara 2 Agustus 2012) 
 
Dijelaskan bahwa sangat berbeda pelayanan polisi apabila kita memiliki 
kenalan maka urusan akan lancar, tapi kalau tidak ada kenalan kita hanya 
tinggal duduk diam sampai urusan selesai. Pada hal dalam aturan pelayanan 
menerangkan bahwa kepolisian dalam memberikan pelayanan harus 






dan meningkatkan kualitas kerja Polri Polres Bone tidak lepas dari peran serta 
masyarakat. Masyarakatlah yang memberikan masukan atas keluhan-keluhan 
maupun pengalaman yang telah dialami setelah menerima pelayanan oleh 
pihak kepolisian dan menilai kinerja kepolisian.   
 Oknum polisi yang ideal adalah oknum yang mengabdi kepada 
organisasi dan negara dalam arti memajukan Dinas Kepolisian dan 
meluruskan kembali haluan organisasi jika ternyata menyimpang dari tujuan. 
Antara atasan dan bawahan harus memiliki hubungan sosial yang akrap, 
saling berbagi pengetahuan dan masukan dalam menjalankan visi dan misi. 
Dalam mengembangkan tugas aparat kepolisian harus pofesional berdasar 
atas budaya kerja, nilai  dan norma sesuai etikan profesi kepolisian beserta 
nilai dan norma lokal yang berlaku di daerah setempat. Pihak kepolisian 
sebagai subjek dalam memberi pelayanan  dan masyarakat sebagai objek 
penerima pelayanan. Kepolisian harus membentuk semacam mekanisme 
hubungan timbal balik antara aparat kepolisian dengan masyarakat, sehingga 
masyarakat berkesampatan menyumbang pikiran berupa pendapat terhadap 
kepolisian dan sebaliknya. Pihak kepolisian memberikan sumbangan 
(dampak) positif pada masyarakat. Dalam menghadapi berbagai masalah, 
kepolisian dapat menggunakan pendekatan budaya dan lintas budaya terhadap 
lingkungan. Nilai merupakan tolak ukur bagi masyarakat dalam menjalankan 
fungsinya sebagai lembaga kontrol dan kepedulian sosial, baik terhadap 







       Untuk membangun citra kepolisian kedepannya, pihak kepolisian 
mengadakan pertemuan dengan mengundang tokoh masyarakat, pemuka 
agama, pemuka adat, sosialita, pakar hukum, dan instansi lainnya. Saling 
berbagi pengalaman menyangkut kinerja kepolisian di lapangan beserta 
pelayanan kepolisian pada masyarakat. Menampung segala aspirasi mengenai 
tindakan aparat kepolisian pada saat berhadapan dengan masyarakat, adanya 
keluhan-keluhan masyarakat atas pemberian layanan oleh oknum polisi. 
Maka dari  itu pihak kepolisian melakukan pembenahan atas kinerja demi 
memberikan kualitas yang baik dalam melayani masyarakat. Adapun 
komitmen revitalisasi Polri, sebagai berikut : 
1.  Menjungjung tinggi supremasi hukum dengan menegakkan hukum dan 
selalu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dengan memenuhi rasa 
keadilan dan kepastian hukum; 
2. Memastikan penuntasan penanganan perkara secara tuntas serta 
diinformasikan penanganan secara transparan pada masyarakat; 
3. Memberikan pelayanan publik yang terbaik berupa pelayanan yang lebih 
mudah, cepat, lebih baik, lebih berkualitas, lebih nyaman memuaskan bagi 
masyarakat; 
4. Membangun kerjasama dengan seluruh stake holder dalam berbagai 
bidang yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan peran polri termasuk 
untuk kerjasama dalam bidang keamanan, pelayanan, pengembangan 
sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta pengawasan 






5. Menjaga integritas dengan bersikap tidak menyalahgunakan wewenang, 
bertanggung jawab, transparan dan menjungjung tinggi hak asasi manusia 
serta etika dan moral; 
6. Menjunjung sikap kepemimpinan teladan yang melayani dan 
memberdayakan bawahan; 
7. Bekerja dengan hati, tulus ihlas dalam setiap tugas dan pengabdian serta 
mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga untuk 
keberhasilan polri; 
8. Bersama untuk selalu taat asah dan belaku adil dengan bersikap dan 
berprilaku sesuai etika, prosedur yang dilandasi rasa keadilan. 
      Selain itu aparat kepolisian Polres Bone juga menerapkan nilai dan norma 
lokal sebagai prinsip dalam bertugas yaitu, “reba si patokkong” saling 
memberikan motivasi agar bisa bangkit lagi untuk beraktivitas, dorongan, dan 
dukungan pada saat mengalami kesulitan, apabila saat salah satu oknum polisi 
mengalami masalah entah itu masalah kekeluargaan maupun masalah kerjaan 
maka oknum polisi lainnya selaku sahabat (letting dalam bahasa bugis) 
beserta atasannya memberikan perhatian berupa motivasi agar dapat semagat 
lagi dalam bekerja, dan istilah bugis “mallilu si pakainge” adanya sikap saling 
mengingatkan dalam berfikir dan berprilaku yang tertuju pada kebaikan agar 
terhindar dari perbuatan menyimpang, terlihat sebelum memulai aktifitas 
kerja seperti biasanya semua aparat kepolisian melakukan apel pagi, dalam 
kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres yang sering mengingatkan dalam 






terhindar dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme selaku pelayan 











      Berdasarkan uraian yang diterangkan dalam hasil pembahasan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut adalah : 
1. Sistem norma dan aturan yang dibudayakan atau ditetapkan pada Undang-
Undang Kepolisian menyangkut pelayanan masyarakat harus diaplikan 
dengan baik. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan 
berpegang teguh pada budaya lokal / daerah dan kepercayaan masyarakat. 
Nilai lokal Bugis memiliki pengaruh besar terhadap budaya kerja, yaitu 
nilai kekeluargaan. Setiap pengurusan di intansi dinas maupun swasta 
lebih mendahulukan atau meningkatkan sistem kekeluargaan. Dalam 
meningkatkan kinerja yang tepat, cepat dan profesional, aparat kepolisian 
harus memberikan  pelayanan yang sesuai dengan prosedur kerja secara 
umum dan adil. Setiap oknum polisi tanpa terkecuali pada saat 
menjalankan tugas diwajibkan mengetahui dan mengaplikasikan budaya 
kerja yang baik dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian. 
2. Prilaku oknum yang sewenang-wenang pada masyarakat khusunya 
pelayanan lalu lintas, tanpa mengindahkan etika dengan seenaknya saja 
membentak, berkata tidak sopan dan kurang menghargai masyarakat. Ini 
membutuhkan perhatian khusus agar citra kepolisian tidak buruk karena 







3. Menurut pandangan masyarakat kepolisian dalam memberikan pelayanan 
pada masyarakat sesuai kenyataan yang ada belum berjalan secara 
maksimal, masih banyak penyimpangan dan tindakan oknum polisi yang 
kurang nyaman. Pengaplikasian budaya kerja belum berjalan sebagaimana 
mestinya, pelayanan yang berbelit-belit membuat masyarakat kurang puas 
atas kinerja kepolisian, adanya pilih kasih dan pengecualian. Masyarakat 
mengharapkan perbaikan atas pelayanan yang diberikan oleh dinas 
kepolisisan, agar terbangun hubungan sosial yang akrab dan pencitraan 
atau kepercayaan masyarakat pada kepolisian berdampak pada hal positif 
dan membangun. 
4.  Saran 
      Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan 
beberapa masukan bagi perbaikan kinerja polisi dalam rangka  pelayanan pada 
masyarakat : 
1. Kepolisian sebagai pihak yang memberikan pelayanan publik pada 
masyarakat agar dapat memberikan pelayanan maksimal, dengan 
berpedoman pada prosedur kerja yang telah ditetapkan. 
2. Ada baiknya pihak kepolisian melakukan tinjauan kembali atas kinerja 
aparat kepolisian dan mengacu pada budaya kerja yang sesuai dengan 
ketentuan dalam undang-undang dan kode etik kepolisian. 
3. Pihak kepolisian dalam memberikan layanan sebaiknya menghindarkan 
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